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MOTTO

Pendidikan bukanlah suatu proses untuk mengisi wadah yang kosong, akan tetapi
pendidikan adalah suatu proses menyalahkan api pikiran

(W.B. Yeats)

Allah akan meninggikan derajad orang-orang yang beriman diantara kamu dan

orang-orang yang memiliki ilmu pengeahuan

( Al - Mujadillah : 11)

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu

kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat

( Winston Chuchill)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat-Nya, saya persembahkan karya ini untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Samsuli dan lbunda Maryami yang
selalu memberi dorongan dan motivasi untuk selalu maju, mengiringi
langkahku dengan doa dan kasih sayang yang sangat besar.

2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang saya
hormati, terima kasih atas ilmu yang Bapak dan Ibu berikan dan yang telah
membimbing dengan penuh kesabaran.

3. Seluruh teman-temanku di Program Studi Diploma I11 Kesekretariatan 2015,
terima kasih atas kebersamaanya selama ini.

4. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

Vi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan sehingga penulis dapat
menyelesaikaan laporan ini  dengan judul “PELAKSANAAN SISTEM
KEARSIPAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER”. Laporan
ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Ahli
Madya pada Program Studi Kesekretariatan, Jurusan Manajemen, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu
berupa dorongan, nasehat, saran, dan kritik yang sangat membantu. Oleh karena
itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1.  Dr. Muhammad Migdad, S.E., M.M., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

2.  Dr. Deasy Wulandari, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma 11l
Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

3. Dr. Diana Sulianti K. Tobing, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang
telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran,
kritik, dan pengarahan dalam penyelesaian Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

4.  Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang
telah memberikan ilmu serta seluruh staf tata usaha yang telah membantu
penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember.

5. Bambang Subagio, selaku Pembimbing di Badan Pendapatan Daerah Jember
yang telah membimbing dan mengarahkan guna menyelesaikan Tugas Akhir
ini dengan baik.

6.  Seluruh karyawan/staff pada Badan Pendapatan Daerah Jember yang telah
membantu dan mengarahkan penulis guna menyelesaikan Tugas Akhir ini.

7. Seluruh teman-temanku di Program Studi Diploma 111 Kesekretariatan 2015,

terima kasih atas kebersamaannya.

vii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih terdapat kekurangan,
oleh karena itu penulis mohon kritik dan saran demi kemajuan penulisan
berikutnya. Semoga Allah SWT memberikan rahmat serta nikmat-Nya kepada
semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dan semoga laporan
ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 17 Juli 2018

Penulis

viii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...
HALAMAN JUDUL BAHASA INGGRIS ...
HALAMAN PENGESAHAN ...
HALAMAN PERSETUJUAN ...
HALAMAN MOTTO ..o
HALAMAN PERSEMBAHAN ...,
PRAK AT A

BAB 1. PENDAHULUAN ...
1.1 Alasan Pemilihan Judul ..................ooiii,
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata ................
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata ..................ccooeivinnnnn.
1.2.2 Kegunaan Praktek KerjaNyata ............................
1.3 Identifikasi Permasalahan .......................
1.4 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ...................
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ... e,
2.1 Pengertian Arsip dan Kearsipan .................ccoooeee..
2.2 Fungsi dan Peranan Arsip .......cooooiviviiiniiiiineeennn,
2.3 Nilal GUNA ATSIP ..ot
2.4 Pengorganisasian ArSIP ......cooeveeiniieeinieeiiaeeeanns
2.5 Sistem Penyimpanan Arsip ........ccovviiiiiiiiiiiiiiiniennnn
2.6 Sarana Penyimpanan Arsip .........ccoovviiiiiiiiieiiiiinn,
2.7 Penyusutan dan Pemusnahan Arsip ..............coevevenee.
2.7.1 Penyusutan ArSIP ....ouvneeeinieieeeeeee e
2.7.2 Pemusnahan ArSip .......oovviriiiieiiieieeeeeeaee
BAB 3. Gambaran Umum Obyek Praktek Kerja Nyata ..............
3.1 Latar Belakang Sejarah Badan Pendapatan Daerah
Jember .."Sip.... SR AN. . RS ... WP L8
3.1.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Jember ...............
3.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Jember .......
3.1.3 Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Jember ............
3.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Jember .
3.3 Kegiatan Pokok Badan Pendapatan Daerah Jember ......
3.3 1 KeduduKan ...
3.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi ............ccoeviiiiiinninnnnnn.
3.4 Kegiatan Pokok Subbidang Pendataan dan Pendaftaran
BAB 4. HASIL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA ..........
4.1 Pengelolaan Arsip pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember..............cooooiiiiiii

Halaman
i
Vi
vii
Xi

Xii
Xiii

PRo~v~ouoguoprwmNoNR R

el e el
0w~ DMN

18
19
19
20
36
36
37
38
40
40


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

4.2 Peralatan dan Perlengkapan Arsip pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember .....................
4.3 Sistem Penyimpanan Arsip pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember ...
4.4 Penemuan Kembali Arsip pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Jember ...
4.5 Indentifikasi Permasalahan dan Alternatif Solusi .............
BAB 5. KESIMPULAN ...
DAFTAR PUSTAKA e,

LAMPIRAN

43
43
44
44
46

47
48


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR TABEL

Halaman
1.1 Jam Kerja Badan Pendapatan Daerah Jember ......................... 4

Xi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR GAMBAR

Halaman
3.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Jember .............. 21

xii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

CoNoOR~wNE

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman
Surat Permohonan Tempat PKN ... 48
Surat Balasan / Ijin PKN dari Instansi ...............cooooiiiinn.n 49
Surat Keterangan Penyelesaian PKN ... 50
Lembar Persetujuan Penyusunan Laporan PKN ....................... 51
Kartu Konsultasi .......oouviiiiiiiiiiiii e, 52
Nilai Praktek Kerja Nyata ...........cooiiiiiiiiiiiiiiiiienn, 53
Contoh Arsip Pajak ........oooiiiii 54
Contoh Formulir Pendataan ..................coooiiiiiiiiiiiiiin, 95
Daftar Hadir PKN 56

xiii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul
1. Latar Belakang Pemilihan Judul.

Suatu perusahaan atau intansi/badan pemerintahan dalam menjalankan
kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari kegiatan penataan dokumen yang
disebut dengan kegiatan pengarsipan. Arsip adalah catatan rekaman kegiatan atau
sumber informasi dengan berbagai macam bentuk yang dibuat oleh lembaga,
organisasi, maupun perseorangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Arsip dapat
berupa surat, warkat, akta, piagam, buku, dan sebagainya yang dapat dijadikan
bukti untuk suatu tindakan dan keputusan. Bentuk arsip dengan seiring
perkembangan zaman dan teknologi juga dapat berupa audio, video, dan digital.
Kearsipan adalah suatu kegiatan pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau
sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik
itu arsip yang dibuat maupun arsip arsip yang diterima agar mudah ditemukan
kembali jika diperlukan.

Kegiatan pengarsipan dahulu hanya didefinisikan sebagai kegiatan
mengumpulkan dokumen yang sudah tidak terpakai lagi yang disimpan dalam
suatu ruangan. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi definisi dari
kegiatan pengarsipan sudah maju dan memiliki kedudukan yang semakin
meningkat karena manfaat yang diberikan. Perusahaan maupun badan pemerintah
saat ini sudah menyadari betapa pentingnya kegiatan pengarsipan yang dilakukan
dalam suatu perkantoran terutama dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pekerjaan. Kegiatan kearsipan saat ini dapat didefinisikan sebagai kegiatan atau
proses yang dimulai dari penciptaan/pembuatan, penerimaan, pengumpulan,
pengaturan, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan serta
penyimpanan berdasarkan sistem yang baku.

Badan Pendapatan Daerah Jember merupakan unsur penunjang urusan

pemerintahan di bidang keuangan atau pendapatan yang menjadi kewenangan
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daerah Jember. Badan Pendapatan Daerah dalam kegiatan operasionalnya tidak
terlepas dari pekerjaan yang membutuhkan banyak dokumen karena Badan
Pendapatan Daerah bekerja atau melaksanakan tugas-tugasnya yang berhubungan
dengan keuangan. Badan Pendapatan Daerah Jember dalam melaksanakan
tugasnya yang berkaitan dengan keungan atau pendapatan daerah melaksanakan
kegiatan kearsipan untuk menyimpan arsip-arsip yang telah diciptakan maupun
yang diterima dari instansi lain. Badan Pendapatan Daerah Jember menyadari
bahwa kegiatan kearsipan sangat penting dan memberikan banyak manfaat atau
kemudahan dalam menjalankan tugas terutama jika ingin menemukan dokumen-
dokumen yang lama. Kegiatan kearsipan juga di dukung oleh sistem penyimpanan
arsip yang baik dan sesuai dengan Badan Pendapatan Daerah. Kegiatan kearsipan
yang dilakukan dengan baik akan memberikan kesan yang positif atau citra yang
baik terhadap Badan Pendapatan Daerah Jember. Berdasarkan uraian tersebut,
maka penulis merasa tertarik untuk memilih judul “PELAKSANAAN SISTEM
KEARSIPAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER”.

2. Peranan Bidang Pelaksanaan Sistem Kearsipan

Dalam sebuah Sistem Kearsipan memiliki beberapa peran penting yaitu
sebagai berikut:

1. Dapat dijadikan alat pengingat berkas, dimana sebuah sistem yang
harus mampu membantu mengingat berkas berkas yang ada dalam
sistem tersebut sehingga membantu kelancaran sebuah kegiatan yang
menyangkut kearsipan

2. Dapat dijadikan sebagai alat bukti sebuah arsip yang telah masuk
ataupun keluar harus terdaftar di sebuah sistem kearsipan.

3. Sebagai bahan atau alat pertanggungjawaban sebuah arsip yang

terdata dalam sebuah sistem kearsipan dan
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mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang berhubungan dengan

arsip baik keluar masuk sebuah arsip atau tata letak dan jenis arsip.

4. Sebagai informasi tentang tata letak maupun jenis arsip yang dimana

disaat membutuhkan sebuah berkas tidak memakan waktu lama

untuk mendapatkan atau mengetahui berkas tersebut

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.3

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebagai berikut.
Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai
pelaksanaan sistem kearsipan pada Badan Pendapatan Daerah Jember.
Untuk membantu pelaksanaan sistem kearsipan pada Badan Pendapatan

Daerah Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Kegunaan dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sebagai berikut.
Untuk memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman kerja tentang

pelaksanaan sistem pengarsipan pada Badan Pendapatan Daerah Jember.

. Sebagai sarana mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan latihan kerja

yang telah diperoleh di bangku kuliah.

Identifikasi Permasalahan

Sistem Pengarsipan di Badan Pendapatan Daerah Jember masih

memiliki beberapa masalah sebagai berikut :

1. Beberapa Sistem Pengarsipan masih manual
2. Kurangnya pegawai di bagian pendataan
3. Tempat peyimpanan yang kurang sesuai

4. Kualitas pegawai belum sepenuhnya profesional
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1.4 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata
1.4.1 Jadwal Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah
Jember yang beralamat di Jalan Jawa Nomor 72, telepon 337112, Kabupaten
Jember, 68121.

1.4.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (bulan) atau
+144 jam kerja efektif, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh
Program Studi Diploma Ill Kesekretariatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jember. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata berlangsung mulai
tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 02 Februari 2018 pada bidang
Pendataan Badan Pendapatan Daerah Jember . Adapun jam kerja pada

Badan Pendapatan Daerah Jember adalah sebagai berikut.

Hari Jam Kerja Jam Istirahat
Senin — Kamis 08.00 — 15.00 12.00 - 13.00
Jumat 08.00 - 15.00 11.00 - 13.00
Sabtu — Minggu Libur Libur

Tabel 1.1 Jam Kerja Badan Pendapatan Daerah Jember

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Jember
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Arsip dan Kearsipan

Arsip (record) yang dalam istilah Bahasa Indonessia ada yang
menyebutkan sebagai “warkat”, pada pokoknya dapat diberikan pengertian
sebagai ‘“setiap catatan tertulis baik dalam bentuk gambar ataupun bagan yang
memuat keterangan-keterangan mengenai suatu subyek (pokok persoalan) ataupun
peristiwa yang dibuat orang untuk membantu daya ingatan orang (itu) pula”. Atas
dasar pengertian tersebut, maka yang termasuk dalam pengertian arsip itu
misalnya surat-surat, kwitansi, faktur, pembukuan, daftar gaji, daftar harga, kartu
penduduk, bagan organisasi, foto-foto, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kearsipan, pasal layat a dan ayat b, menetapkan bahwa yang
dimaksud dengan arsip adalah :

a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-Lembaga Negara dan
Badan-Badan Pemerintahan dalam bentuk corak apa pun, baik dalam keadaan
tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan
pemerintahan.

b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-Badan Swasta dan atau
perseorangan, dalam bentuk corak apa pun, baik dalam keadaan tunggal
maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.

Selain pengertian di atas, arsip dapat diartikan pula sebagai suatu badan
(agency) yang melakukan segala kegiatan pencatatan penanganan, penyimpanan
dan pemeliharaan surat-surat/warkat-warkat yang mempunyai arti penting baik ke
dalam maupun ke luar; baik yang menyangkut soal-soal pemerintahan maupun
non pemerintahan, dengan menerapkan kebijaksanaan dan sistem tertentu yang
dapat dipertanggung jawabkan. (Barthos, 2000:1-2)

Arsip dibedakan menurut fungsinya menjadi dua golongan, yaitu arsip
dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang dipergunakan secara

langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan
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kebangsaan pada umumnya atau dipergunakan secara langsung dalam
penyelenggaraan administrasi Negara. Arsip dinamis adalah semua arsip yang
masih berada di berbagai kantor, baik kantor pemerintah, swasta, atau organisasi
kemasyarakatan, karena masih dipergunakan secara langsung dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan kegiatan administrasi lainnya. Arsip dinamis dalam Bahasa
Inggris disebut record. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara
langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada
umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi Negara. Arsip
statis adalah arsip-arsip yang disimpan di Arsip Nasional (ARNAS) yang berasal
dari arsip (dinamis) dari berbagai kantor. Arsip statis ini dalam Bahasa Inggris
disebut archieve. (Amsyah, 1996 : 2-3)

Kearsipan merupakan proses penyelenggaraan arsip mulai dari penciptaan
sampai dengan pemusnahan atau pelestarian arsip. Tujuan kearsipan adalah
menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan,
pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa serta untuk menyediakan
bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. (Asriel, Armiati,
dan Frista, 2016 : 133)

2.2 Fungsi dan Peranan Arsip

Arsip sangat penting bagi pegawai, pimpinan, dan organisasi. Arsip
berfungsi sebagai sumber ingatan, sumber keterangan/informasi, bahan bukti
sejarah/sumber sejarah, dan bahan pertanggungjawaban terhadap suatu kejadian
atau peristiwa. Arsip berperan membantu ingatan seseorang untuk melakukan
suatu tindakan, membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan,
membantu kelancaran proses administrasi dan membantu kelancaran proses
penyelenggaraan organisasi.

Arsip dapat berwujud dokumen dan warkat (record). Dokumen merupakan
setiap benda yang berfungsi sebagai sumber informasi. Warkat (record) adalah
setiap data yang di tulis, bergambar, atau direkam mengenai suatu hal, peristiwa,
ataupun kejadian yang berfungsi sebagai alat pengingat. (Asriel, Armiati,dan
Frista, 2016 : 134)
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2.3 Nilai Guna Arsip

Nilai guna arsip adalah nilai arsip yang di dasarkan pada kegunaannya bagi
organisasi. Nilai guna ini merupakan dasar penentuan jadwal retensi bagi masing-
masing dokumen berdasarkan nomor serinya. Ditinjau dari kepentingan
organisasi, nilai guna arsip dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Nilai guna primer, yang didasarkan pada kegunaan bagi kepentingan lembaga
pencipta arsip. Ada beberapa nilai guna primer bagi suatu organisasi, antara
lain :

1. Nilai guna administrasi : dokumen inaktif yang digunakan dalam
menentukan policy organisasi memiliki nilai guna administrasi. Dokumen
semacam itu meliputi bagan organisasi, pernyataan visi dan misi, serta tata
tertib yang mengatur operasional organisasi.

2. Nilai guna fiskal : berupa nilai guna dokumen yang menyangkut
penggunaan uang untuk keperluan audit atau operasional, data yang
diperlukan untuk menyusun laporan tahunan atau menyelesaikan pengisian
pajak organisasi, berkas transaksi seperti pembelian dan penjualan, laporan
keuangan, dan ringkasan transaksi keuangan.

3. Nilai guna hukum : berupa nilai guna dokumen bagi organisasi
menyangkut kepentingan hokum.dokumen yang berkaitan dengan
kepemilikan, persetujuan, transaksi, kontrak, bukti penyelesaian tugas
sesuai dengan persyaratan hokum, pelaksanaan standar keselamatan kerja,
atau dampak analisis lingkungan merupakan bentuk dokumen yang ada
karena nilai guna hukum.

4. Nilai guna historis : berupa nilai dokumen yang disimpan bukan karena
kepentingan bisnis, melainkan karena kepentingan historis yang merekam
sebuah peristiwa yang bertautan dengan suatu kegiatan. Nilai historis
sebuah dokumen dikaitkan pula dengan nilai dokumen pada masa
mendatang bagi para pengguna internal menyangkut organisasi.

b. Nilai guna sekunder, merupakan nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan
arsip bagi kepentingan umum di luar lembaga pencipta arsip. Arsip atau

dokumen ini  biasanya digunakan sebagai bahan bukti dan
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pertanggungjawaban sosial. Ada dua nilai guna yang termasuk di dalamnya,

diantaranya :

1. Nilai guna kebuktian : mengenai bagaimana organisasi atau perusahaan
didirikan, dikembangkan, diatur, serta pelaksanaan fungsi dan
kegiatannya.

2. Nilai guna informasional : menyangkut informasi untuk kepentingan
penelitian dan kesejarahan tanpa dikaitkan dengan organisasi penciptanya.
Informasi yang digunakan merupakan informasi tentang orang, tempat,
benda, fenomena, masalah, dan sejenisnya. (Sukoco, 2007 : 86)

Selain nilai-nilai diatas, arsip juga disimpan karena nilai khusus berikut yang

disingkat dengan nama ALFRED.

a.

Administrative value (Nilai guna administrasi)

Nilai guna administrasi artinya arsip tersebut digunakan untuk keperluan
administrasi. Contoh kartu tanda penduduk (KTP) ketika diguanakann untuk
persyaratan tes seleksi calon pegawai negeri sipil (PNS).

Legality value (nilai guna legalitas)

Nilai guna legalitas artinya arsip tersebut digunakan sebagai bukti legalnya
sesuatu. Contoh kartu tanda mahasiswa universitas negeri padang (KTM
mahasiswa UNP) sebagai bukti bahwa seseorang mahasiswa tersebut benar
mahasiswa UNP.

Financial value (nilai guna keuangan)

Nilai guna finansial berarti bahwa pada arsip tersebut terkandung nilai uang
atau digunakan untuk keperluan pengelolaan keuangan. Contoh kwitansi
sebagai bukti penyerahan atau penerimaan sejumlah uang.

Research value (nilai guna penelitian)

Nilai guna penelitian berarti bahwa arsip tersebut digunakan untuk penelitian
atau dihasilkan dari penelitian. Contoh laporan penelitian.

Education value (nilai guna pendidikan)

Nilai guna pendidikan berarti bahwa arsip tersebut digunakan untuk
pendidikan. Contoh buku.
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f.  Documenter value (nilai guna dokumentasi)
Nilai guna ini disebut juga nilai guna history (sejarah). Nilai guna sejarah
berarti bahwa pada arsip tersebut terkandung nilai sejarah. Contoh naskah
proklamasi. (Asriel, Armiati,dan Frista, 2016 : 136)

2.4 Pengorganisasian Arsip

Pengorganisasian arsip dibedakan menjadi 3 macam yaitu sentralisasi,
desenralisasi, dan kombinasi antara sentraslisasi dan desentralisasi. (Amsyah,
1996 :15-19)
a. Sentralisasi

Di kantor pemerintah, swasta, atau lain-lain jenis kantor niscaya mempunyai
satu unit kerja yang khusus menangani penerimaan surat masuk dan pengiriman
surat keluar. Bermacam-macam nama yang diberikan kepada unit kerja tersebut,
tetapi biasanya disebut Tata Usaha. Tata usaha disini merupakan unit sentral
penerimaan surat masuk dan pengiriman surat keluar. Hal ini disebut sentralisasi
surat masuk dan surat keluar. Agak sukar dibayangkan semrawutnya lalu lintas
surat bilamana satu kantor tidak menyatukan kegiatan surat masuk dan keluar di
satu unit khusus.

Sehubungan dengan masalah kearsipan, maka sentralisasi berarti penyimpanan
arsip yang dipusatkan di satu unit kerja khusus yang lazim disebut sentral arsip.
Dewasa ini sentralisasi arsip yang murni agak sukar diterapkan, sebab begitu
banyak jenis surat atau arsip yang sukar dipisahkan dari unit kerja yang
menangani pengolahannya. Pengorganisasian arsip secara sentralisasi memiliki
keuntungan dan kerugian sebagai berikut.

Keuntungan dari sentralisasi arsip adalah :
Ruang dan peralatan arsip dapat dihemat.
Petugas dapat mengkonsentrasikan diri khusus pada pekerjaan kearsipan.

Kantor hanya menyimpan 1 (satu) arsip, duplikasinya dapat dimusnahkan.

A W p e

Sistem penyimpanan dari berbagai macam arsip dapat diseragamkan.
Kerugian dari sentralisasi arsip adalah :

1. Sentralisasi arsip hanya efisien dan efektif untuk organisasi yang kecil.
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2. Tidak semua jenis arsip dapat disimpan dengan satu sistem penyimpanan yang
seragam.
3. Unit kerja yang memerlukan arsip akan memakan waktu lebih lama untuk

memperoleh arsip yang diperlukan.

b. Desentralisasi
Bilamana suatu kantor atau organisasi menganut sistem pengelolaan arsip

secara desentralisasi, ini berarti bahwa semua unit kerja mengelola arsipnya

masing-masing. Sistem penyimpanan (filing system) yang dipergunakan masing-
masing unit kerja tergantung kepada ketentuan kantor bersangkutan. Kalau ada
ketentuannya, setiap unit kerja harus tunduk kepada ketentuan tersebut. Kalau
belum ada ketentuannya, unit kerja bebas menyelenggarakan kearsipannya sesuai
dengan kemauan masing-masing. Untuk organisasi yang besar dengan ruang
kantor yang terpisah-pisah letaknya, sistem penyelenggaraan arsip secara
desentralisasi sangat sesuai dipergunakan. Di sini semua kegiatan kearsipan,
mulai dari pencatatan, penyimpanan, peminjaman, pengawasan, pemindahan, dan
pemusnahan dilaksanakan oleh unit kerja masing-masing dan di tempat unit kerja
masing-masing.

Keuntungan desentralisasi arsip adalah:

1. Pengelolaan arsip dapat dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja masing-masing.

2. Keperluan akan arsip mudah terpenuhi, karena berada pada unit kerja sendiri.

3. Penanganan arsip lebih mudah dilakukan, karena arsipnya sudah dikenal baik.
Kerugian desentralisasi arsip adalah:

1. Penyimpanan arsip tersebar di berbagai lokasi, dan dapat menimbulkan
duplikasi arsip yang disimpan.

2. Kantor harus menyediakan peralatan dan perlengkapan arsip di setiap unit
kerja, sehingga penghematan pemakaian peralatan dan perlengkapan sukar
dijalankan.

3. Penataran dan latihan kearsipan perlu diadakan karena petugas-petugas
umumnya bertugas rangkap dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan

kearsipan.
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4. Kegiatan pemusnahan arsip harus dilakukan setiap unit kerja, dan ini

merupakan pemborosan.

c. Kombinasi antara Sentralisasi dan Desentralisasi

Untuk mengatasi kelemahan dari dua cara pengelolaan baik sentralisasi
maupun desentralisasi, sering ditemukan di perkantoran penggunaan kombinasi
dari dua cara tersebut. Cara ini dapat disebut sebagai Kombinasi Sentralisasi dan
Desentralisasi Arsip. Dengan cara ini kelemahan-kelemahan kedua cara memang
dapat diatasi.

Di dalam penanganan arsip secara kombinasi, arsip yang masih aktif
dipergunakan atau disebut arsip aktif (active file) dikelola di unit kerja masing-
masing pengolah, dan arsip yang sudah kurang dipergunakan atau disebut arsip
inaktif dikelola di Sentral Arsip. Dengan demikian, pengelolaan arsip aktif
dilakukan secara desentralisasi dan arsip inaktif secara sentralisasi.

Di sini pemindahan arsip dan prosedurnya harus dilakukan dengan sebaik-
baiknya sesuai dengan Jadwal Pemindahan (Jadwal Retensi) yang perlu disusun.
Di samping itu Sentral Arsip perlu memusnahkan arsip-arsip yang sudah tidak
diperlukan lagi sesuai dengan Jadwal Retensi. Sebelum dimusnahkan, arsip-arsip
tersebut perlu dipilih dan diteliti, apakah arsip bersangkutan memang sudah perlu
dimusnahkan atau masih mempunyai nilai-nilai tertentu bagi kepentingan nasional

untuk dikirim ke Arsip Nasional sebagai arsip statis.

2.5 Sistem Penyimpanan Arsip

Sebuah kantor dalam penyimpanan arsip menggunakan sistem
penyimpanan arsip tertentu. Secara umum sistem penyimpanan arsip ada lima,
yaitu sistem abjad, sistem subjek/pokok masalah, sistem nomor, sistem
kronologis, dan sistem wilayah. (Asriel, Armiati, dan Frista, 2016 : 142-145)

a. Sistem abjad : sistem penyimpanan dengan abjad dilakukan dengan cara
menyusun arsip sesuai dengan urutan abjad, dimulai dari abjad A dan diakhiri
dengan abjad Z, penyusunannya dilakukan seperti penyusunan abjad dalam

kamus.
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b. Sistem subjek : pada sistem ini, indeks didasarkan atas perihal atau subjek
arsip sebagai kode penyimpanan dan pencarian arsip. Subjek arsip disesuaikan
dengan luas aktivitas dan bidang usaha suatu perusahaan/instansi.

c. Sistem nomor : sistem penyimpanan ini menggunakan nomor arsip untuk
penyimpanan dan penemuan arsip kembali.

d. Sistem kronologis : sistem ini didasarkan pada urutan waktu penerimaan atau
penciptaan arsip. Urutan waktu yang digunakan dapat berupa tanggal, bulan,
ataupun urutan waktu lainnya.

e. Sistem wilayah : sistem ini menggunakan wilayah asal atau tujuan arsip

sebagai kata tangkap utama.

2.6 Sarana Penyimpanan Arsip

Penyimpanan arsip merupakan kegiatan penataan dan penyimpanan arsip
sedemikian rupa dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu dengan
tujuan untuk mempermudah penemuan arsip kembali ketika dibutuhkan. Prosedur
penyimpanan arsip dan penataan berkas dimulai dari penampungan (penerimaan)
arsip, pemeriksaan arsip untuk diklasifikasikan, pengindeksan, pengkodean,
penyimpanan arsip, dan penataan berkas.

Untuk melakukan kegiatan penyimpanan arsip, diperlukan beberapa sarana
penyimpanan. Beberapa sarana tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.
(Asriel, Armiati, dan Frista, 2016 : 137-141)

1. Filing Cabinet

Filing cabinet adalah perabot kantor yang berbentuk empat persegi panjang
yang diletakkan secara vertikal. Ada dua jenis filing cabinet, yaitu lateral filing
cabinet dan drawer type filing cabinet. Lateral filing cabinet adalah lemari arsip
yang berpintu dan mempunyai pagan alas untuk menyimpan arsip. Drawer type
filing cabinet adalah lemari arsip dalam bentuk laci yang dapat ditarik keluar-
masuk. Filing cabinet ini biasanya terdiri dari 4, 5 atau 6 laci yang tersusun ke
bawah. Filing cabinet terbuat dari jenis metal yang kuat, tahan lama, dan tidak

membuat lembab. Filing cabinet juga dapat dibuat dari bahan plastik. Fungsinya:
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untuk menyimpan arsip/warkat yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup
suatu perusahaan atau organisasi.
2. Lemari Arsip

Lemari arsip ini berbentuk, seperti lemari biasa yang terdiri atas susunan rak-
rak. Biasanya lemari ini dibuat dari bahan baja atau jenis metal yang lainnya. Hal
ini dimaksudkan untuk menghindari bahaya kebakaran. Fungsi: digunakan untuk
menyimpan arsip-arsip atau warkat.

3. Folder

Folder adalah map-map berupa lipatan karton atau bahan lainnya yang
memakai kawat penjepit atau tidak. Biasanya ditempatkan di belakang guide.
Fungsinya digunakan untuk menyimpan arsip-arsip atau warkat.

4. Guide

Guide card (tanda batas/sekat penunjuk) adalah alat yang terbuat dari karton
atau plastik tebal yang berfungsi sebagai penunjuk, pembatas atau penyangga
deretan folder yang ada di belakangnya. Guide dibedakan menjadi dua, yaitu
guide besar dan guide kecil.

Ada tiga kegunaan dari guide card, yaitu: Penunjuk untuk memudahkan
penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Pembatas antara folder yang satu
dengan folder lainnya atau sebagai sekat pemisah antara kelompok arsip yang satu
dengan kelompok arsip lainnya. Sebagai penyangga folder agar tertib dan teratur
pada tempat penyimpanannya. Ada dua macam guide card yang dipakai oleh
beberapa perusahaan, yaitu: Guide besar Guide ini mempunyai ukuran 36 x 25 cm
dan digunakan untuk menyimpan arsip-arsip dalam folder folio. Guide kecil guide
ini mempunyai ukuran 16x11 cm dan mempunyai fungsi untuk menyimpan
banyak Kkartu, seperti kartu indeks, kartu kendali, dan sebagainya yang memiliki
ukuran 15x10 cm.

5. Map

Map adalah sampul dari kertas tebal yang digunakan untuk menyimpan
lembar-lembar surat. Ada empat macam map, yaitu brief twine, stof map,
snelhechter, hanging map (map gantung). Jenis-jenis Map brief ordner, yaitu map

besar terbuat dari karton tebal yang di dalamnya terdapat penjepit arsip yang
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terbuat dari logam dan dapat menampung warkat dalam jumlah banyak. Stopmap
yaitu berkas lipatan berdaun yang terbuat dari kertas tebal atau plastik.
Snelhechter, yaitu map yang terbuat dari kertas tebal atau plastik yang di
dalamnya terdapat alat penjepit arsip yang terbuat dari logam. Hanging map (map
gantung), yaitu map tanpa jepitan yang digantung pada gawang filing cabinet.
6. Rak Sortir

Adalah suatu rak yang berguna untuk memisah-misahkan surat/warkat yang
diterima, diproses, dikirimkan atau disimpan ke dalam folder masing-masing.
Fungsi: digunakan untuk memisah-misahkan surat/warkat yang diterima, diproses,
dikirimkan atau disimpan ke dalam folder masing-masing.
7. Kartu Indeks

Adalah kartu yang mempunyai ukuran 15 x 10 cm dan mempunyai fungsi
sebagai alat Bantu untuk memudahkan penemuan kembali arsip. Kartu indeks
biasanya disimpan pada laci tersendiri yang disebut dengan laci kartu indeks.

Fungsi: alat bantu untuk memudahkan penemuan kembali arsip yang dibutuhkan.

2.7  Penyusutan dan Pemusnahan Arsip
2.7.1 Penyusutan Arsip

Penyusutan arsip merupakan kegiatan pengurangan arsip. Penyusutan arsip
dapat dilakukan dengan memindahkan arsip, memusnahkan arsip dan
menyerahkan arsip kepada arsip nasional. Penyusutan arsip bertujuan untuk
pengendalian dan penyelamatan arsip sebagai bahan bukti pertanggungjawaban
nasional. Dipandang dari kepentingan dan kegunaan penyelenggaraan
administrasi perkantoran, penyusutan arsip berguna untuk pendayagunaan arsip
dinamis. Dilihat dari kepentingan nasional, penyusutan arsip bertujuan untuk
penyelamatan arsip yang bernilai tetap (statis) sehingga dapat dimanfaatkan untuk
kepentingan penelitian. (Asriel, Armiati, dan Frista, 2016 : 146-148)

Penyusutan arsip dilakukan oleh unit pengolah dan unit kearsipan pusat.
Penyusutan arsip unit pengolah dilakukan dengan cara:
a. Memusnahkan arsip-arsip biasa (rutin) yang sudah tidak terpakai.
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b. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan pusat lembaga yang
bersangkutan.
Penyusutan arsip unit kearsipan pusat dilakukan dengan:
a. Memusnahkan arsip-arsip inaktif yang sudah tidak berlaku lagi atau yang
sudah habis jangka waktu penyimpanannya (retensi) di unit kearsipan pusat.
b. Menyerahkan arsip yang bernilai statis atau permanen kepada Arsip Nasional
RI yang ada di daerah atau di pusat (Jakarta).
Pemindahan arsip dari file aktif ke inaktif dilakukan secara berkala
(periodically) dan transfer.
a. Pemindahan Secara Berkala
Pemindahan secara berkala dapat dilakukan dengan cara:
1) Satu kali dalam waktu tertentu dengan memindahkan berkas-berkas yang
diterima dalam jangka waktu tertentu ke pusat penyimpanan arsip.
2) Dua kali dalam jangka waktu tertentu dilakukan dengan dua tahap yaitu:
a) Tahap pertama berkas-berkas inaktif dipisahkan dari berkas-berkas
aktif tetapi masih berada di unit kerja.
b) Tahap kedua dalam waktu yang sudah ditentukan berkas-berkas inaktif
tersebut dipindahkan ke pusat penyimpanan arsip.
3) Atas dasar waktu minimum atau maksimum.
Pemindahan dengan cara ini dilakukan dengan penentuan waktu minimal dan
maksimal. Waktu maksimal adalah jangka waktu suatu berkas dapat ditahan.
Pada waktu yang sudah ditentukan arsip yang telah mencapai waktu
minimalnya dapat dipindahkan ke pusat penyimpan arsip.
b. Pemindahan Secara Terus-menerus
Pemindahan secara terus menerus tidak didasarkan pada jangka waktu
tertentu, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Cara pemindahan berkas ini
dilaksanakan bila berkas tersebut mengenai suatu masalah, misalnya masalah
kepegawaian, dan lain-lain.
Kegiatan lain penyusutan arsip adalah penghapusan atau pemusnahan arsip.
Proses penghapusan diawali dengan kegiatan penilaian kegunaan berkas.

Berdasarkan penilaian tersebut arisp dikelompokkan menjadi arsip yang dapat
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dimusnahkan dan yang dapat diserahkan ke Arsip Nasional. Penilaian tidak hanya
dilihat dari satu macam untuk tiap berkas, tetapi dilihat secara keseluruhan
(ALFRED).

Selain menilai nilai guna arsip, Arnas RI juga melihat manfaat kegiatan
penilaian terhadap faktor yang berkaitan dengan kepentingan atau kegunaan bagi
instansi pencipta arsip (disebut nilai guna primer atau nilai bukti) dan faktor kedua
berkaitan dengan kepentingan atau kegunaan di luar instansi pencipta arsip
(disebut nilai guna sekunder atau nilai informasi).

Kegiatan penilaian arsip memerlukan suatu tim/panitia penilai dengan
mengikutsertakan semua unsur yang berkepentingan dan berwenang. Anggota
panitia penilai terdiri dari pejabat yang terkait dengan penggunaan arsip,
diantaranya pimpinan, unit pengelola, satuan penunjang, unsur pelaksana

(arsiparis dan administrator).

2.7.2 Pemusnahan Arsip

Pemusnahan arsip dilakukan dengan persetujuan kepada Arnas dan
pertimbangan dari KBAKN untuk berkas kepegawaian (kecuali untuk badan
pemerintah yang berbentuk badan usaha negara atau badan badan-badan usaha
lainnya yang tata kepegawaiannya diatur berdasarkan peraturan perundangan
tersendiri). Pemusnahan arsip bagi arsip-arsip tata usaha keuangan negara
sebelum dimintakan pertimbangan Ketua Badan Pengawas Keuangan dan
persetujuan Arnas, daftar usulan disampaikan terlebih dahulu kepada Inspektur
Jendral dan Dirjen Pengawasan Keuangan Depkeu untuk diketahui dan disetujui.
Bagi arsip-arsip keuangan badan-badan yang berbentuk perusahaan negara
terlebih dahulu dimintakan persetujuan Direktur akuntan. Langkah-langkahnya
sebagai berikut. (Asriel, Armiati, dan Frista, 2016 : 149-150)
a. Usul pemusnahan dilakukan oleh pimpinan instansi tertinggi.
b. Pemusnahan dilakukan dengan membuat berita acara pemusnahan arsip.
c. Pelaksanaan pemusnahan arsip disaksikan oleh dua orang pejabat unit hukum

dan pengawasan.
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Tahapan penyerahan arsip kepada arnas yaitu:

a. Pimpinan instansi menyampaikan usulan penyerahan arsip dengan
melampirkan daftar pertelaannya.

b. Pembuatan berita acara penyerahan arsip apabila telah diperoleh persetujuan
dari Arnas.

c. Penyerahan berkas arsip dalam keadaan teratur dan disertai dengan sarana-
sarana pencatatan dan pengendaliannya seperti kartu kendali.

Pelaksanaan penyusutan arsip dapat dibuatkan kartu tickler file (kartu
pengendalian) yang berisi keterangan mengenai jenis-jenis berkas yang akan
disusutkan. Kartu tickler file sebagai sarana pengendalian berkas yang akan
dipindahkan dimusnahkan atau diserahkan kepada Arnas. Kartu tickler file
diperlukan di tata usaha unit pengola dan di unit kearsipan (berfungsi sebagai
sarana pengendalian arsip inaktif yang akan disusutkan, dan sebagai sarana
pengendalian bagi unit kerja). Kartu tickler file berisi keterangan mengenai berkas
dan nomor kode, jangka waktu penyimpanan dan tanggal pemindahan,
penyerahan atau pemusnahan. Kartu tickler file ditata dalam kotak tickler file
berdasarkan tanggal penyusutannya (pemindahan, penyerahan atau pemusnahan).

Apabila unit kerja belum melaksanakan pemindahan sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan, unit kearsipan dapat menegur unit pengola yang
bersangkutan. Untuk itu, unit kearsipan perlu menyediakan formulir teguran
retensi. Dalam penghapusan dibuatkan daftar usulan pemusnahan arsip/berkas dan
berita acara pemusnahan yang dilampiri dengan daftar petelaan arsip yang

dimusnahkan tersebut.
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BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA

Latar Belakang Sejarah Badan Pendapatan Daerah Jember
3.1.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Jember

Kedudukan Dinas Pendapatan Jember atau yang sekarang berganti
nama menjadi Badan Pendapatan Daerah Jember sebelum diberlakukannya
otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintahan pusat, berada
dibawah naungan sekretariat yang bernama sub Direktorat Dinas
Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung
jawab di lingkungan sekretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan
kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah-pecah di
lingkungannya masing-masing. Setelah kelembagaan-kelembagaan daerah
sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah
(SPPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berskala besar,
kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar.
Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka Dinas Pasar bergabung dengan
Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri
(mendagri) yang sampai saat ini masih di bawah dan dipertanggung
jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Dinas
Pendapatan ini Dberkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten di bidang pendapatan asli daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendapatan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Sebelum
diberlakukannya otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintahan
pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember berada dibawah
naungan sekretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan
Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab di
lingkungan sekretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan
masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah-pecah di lingkungannya
masing-masing. Setelah kelembagaan-kelembagaan daerah sudah ditata
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kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah ( SPPD ). Pada
tahun 2000, Dinas Pendapatan Daerah Tingkat Il Jember diubah menjadi
Dinas Pendapatan Kabupaten Jember. Perubahan ini Berdasarkan pada
keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 59 tahun 2000.
Dinas Pendapatan Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah Kabupaten
Jember.

3.1.2  Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Jember

a. Visi Badan Pendapatan Daerah Jember
Menjadikan Badan Pendapatan Daerah Jember sebagai organisasi yang
efisien dan efektif dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan

aktif masyarakat.

Misi Badan Pendapatan Daerah Jember
Menciptakan masyarakat tata pajak dan retribusi daerah;

Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib;

w M=o

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang
pendapatan daerah;
4. Menguatkan perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi

peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang dibawahnya.

3.1.3 Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Jember

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah
Jember diantaranya sebagai berikut.
a. Melaksanakan sosialisasi tentang pajak daerah/retribusi daerah baik
secara langsung atau tidak langsung;
b. Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD);

c. Melaksanakan pemutakhiran database objek/subjek pajak daerah;
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Melaksanakan verifikasi terhadap objek pajak daerah;

Melaksanakan penyelesaian permohonan permasalahan pajak daerah;
Melaksanakan pengendalian dan penertiban pajak daerah/retribusi
daerah;

Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan pajak daerah;

Menugaskan staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan/bimbingan
teknis tentang Perpajakan Daerah;

Melaksanakan pelayanan di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi
Daerah secara online;

Melaksanakan pelayanan pembayaran pajak secara langsung ke
masyarakat;

Melaksanakan penyusunan atau mengevaluasi pelaksanaan Peraturan
Daerah/Peraturan Bupati dan regulasi lainnya tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Jember

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember, susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember terdiri atas :
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Jember
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Jember

Badan Pendapatan Daerah Jember mempunyai bentuk organisasi lini dan
staf sehingga personil-personil yang duduk didalamnya mempunyai tugas dan
tanggung jawab yang berbeda. Adapun tugas dan fungsi masing-masing bagian

dalam struktur organisasi diatas sebagai berikut.

a. Kepala Badan

Kepala Badan merupakan seseorang pemimpin yang mengatur dan mengelola
Badan Pendapatan Daerah Jember yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten. Kepala Badan mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintah kabupaten dalam merumuskan kebijakan
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, mengkoordinasi pemungutan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan instansi terkait dengan perencanaan,
evaluasi dan monitoring serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan

dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
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Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepala badan mempunyai fungsi

meliputi:

1. Penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan daerah;

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;

3. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah;

4. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
dan penimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;

5. Penyusunan rancangan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada
lingkup Dinas Pendapatan;

6. Pemberian ijin tertentu di bidang pendapatan daerah;

7. Pelaksana pengembangan, evaluasi, monitoring, dan pengendali pemungutan
pendapatan asli daerah;

8. Pemberi dukungan teknis dan administrasi dibidang Pendapatan Asli Daerah.

b. Sekretariat
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan
program, kegiatan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga
kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, pengelolaan benda
berharga, pemeliharaan, kearsipan, dan surat menyurat serta evaluasi dan
pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, sekretaris mempunyai fungsi
meliputi:
1. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana program dan
kegiatan dinas;
2. Penyelenggaraan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
3. Pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan administrasi, kepegawaian
keuangan, gaji pegawai umum;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
5. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;

6. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas Pendapatan;
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7. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan

kegiatan;

8. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

9. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

10. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggung

jawaban keuangan;

11. Pencatatan pengadaan dan pengeluaran benda-benda berharga;

12. Pelaporan persediaan benda berharga;

13. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas dan semua

unit organisasi di lingkup Dinas Pendapatan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

1.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas teknis Kepala Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.

Setiap kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh
Kepala Badan.

Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-

undangan.

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

ketatalaksanaan dan ketatausahaan yang meliputi urusan administrasi umum,

urusan rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan urusan kepegawaian serta

tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

melaksanakan fungsi yang meliputi :
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Pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;

Pengelolaan tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;

Pelaksanaan tugas kehumasan dan keprotokolan;

Pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan, kebersihan kantor dan
mempersiapkan sarana prasarana kantor;

Pelaksanaan pelayanan administrasi perjalanan dinas;

Penyusunan rencana kebutuhan barang unit, benda berharga, alat-alat kantor
dan barang inventaris;

Pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan sarana prasarana
kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;

Pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran benda
berharga serta penghitungan persediaan benda berharga;

Pelaksanaan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan
labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;

Penyiapan bahan untuk penghapusan barang;

Penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara
periodik serta menyusun pertanggungjawaban pengurusan barang;
Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian dan menyelenggarakan
tata usaha kepegawaian; dan

Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan

keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi

meliputi:

1.

Pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung, belanja tidak
langsung dan belanja modal;

Pelaksanaan penelitian kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan
Pembayaran (SPP);

Pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Badan;
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Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);

Penyusunan rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja
keuangan;

Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;

Pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta
biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Badan;

Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan Badan;
Penatausahaan penerimaan dan penyetoran hasil pungutan PAD;

Penyusunan Neraca Keuangan badan; dan

Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

program dan kegiatan, dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang disebutkan di atas, Sub Bagian

Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :

1.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) Program dan
Kegiatan pada lingkup Badan;

Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran
belanja langsung, belanja tidak langsung dan belanja modal ke dalam Rencana
Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
Penghimpunan dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran
pendapatan Badan;

Pelaksanaan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan
Badan;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi program dan kegiatan;
Pengumpulan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
Pelaksanaan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan
kegiatan Badan;
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Penyusunan naskah rancangan peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan
peraturan pelaksanaan lainnya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
serta regulasi teknis lainnya;

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan

10. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

g.

Bidang Pendataan dan Pelayanan

Bidang Pendataan dan Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan

pendataan, pendaftaran dan pemutakhiran data obyek/subyek pajak daerah,

pengolahan data dan informasi pajak daerah serta melaksanakan pelayanan dan

penyuluhan tentang pajak daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pendataan

dan Pelayanan mempunyai fungsi meliputi :

1.

9.

Penyusunan program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran pajak dan
retribusi daerah;

Pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran pajak serta retribusi daerah;
Penyusunan program dan kegiatan pemutakhiran data pajak dan retribusi
daerah;

Pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data pajak dan retribusi daerah;
Penyusunan program dan kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak dan
retribusi daerah;

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan, pendataan,
pemutakhiran data, penyuluhan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah;
Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pendapatan,
pemutakhiran data, penyuluhan pajak dan retribusi daerah;

Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pajak dan retribusi daerah; dan

10. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
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Subbidang Pendataan dan Pendaftaran
Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan

pendataan, pendaftaran dan pemutakhiran data obyek/subyek pajak serta tugas

lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran

mempunyai fungsi meliputi :

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.

Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran potensi obyek/subyek pajak daerah;
Pelaksanaan pemutakhiran data obyek/subyek pajak daerah;

Pelaksanaan penilaian obyek pajak dan proses klasifikasi Nilai Jual Obyek
Pajak (NJOP) PBB P2;

Pelaksanaan pendataan zona nilai tanah (ZNT);

Penyampaian formulir SPTPD dan SPOP/LSPOPS kepada subyek pajak
daerah dan/atau wajib pajak daerah;

Pengumpulan data obyek/subyek pajak dan/atau wajib pajak melalui Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak
(SPOP);

Pelaksanaan penelitian kelengkapan formulir pendataan SPTPD dan
SPOP/LSPOP vyang telah diisi oleh subyek pajak dan/atau wajib pajak atau
kuasanya;

Pelaksanaan penelitian kesesuaian data obyek pajak dengan keadaan obyek
pajak di lapangan;

Pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
Pelaksanaan dokumentasi arsip NPWPD serta penyusunan Daftar Induk Wajib
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Pemprosesan dan penerbitan perijinan setelah kelengkapan persyaratan dan
kebenaran data terpenuhi;

Penyimpanan dan pendokumentasian arsip pajak daerah dan retribusi daerah;
dan

Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Subbidang Pelayanan dan Penyuluhan
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Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan dan penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan
mempunyai fungsi meliputi :

1. Pelaksanaan pelayanan proses pembayaran pajak dan retribusi daerah;

2. Fasilitasi permohonan penyelesaian permasalahan pajak daerah;

3. Pendistribusian permohonan penyelesaian permasalahan pajak daerah ke
bidang terkait untuk diproses lebih lanjut;

4. Penerimaan dokumen hasil perubahan data pajak daerah dari bidang terkait
untuk disampaikan kepada wajib pajak;

5. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan konsultasi tentang
pajak dan retribusi daerah dalam lingkup badan maupun kepada
masyarakat/wajib pajak;

6. Pelaksanaan koordinasi kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait; dan

7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

J. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi
Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan data dan informasi pajak daerah serta tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang
Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
mempunyai fungsi meliputi :
1. Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi pengolahan data induk wajib
pajak daerah;
2. Pengolahan data subyek dan obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Perekaman dokumen perpajakan daerah;
4. Pembentukan dan pemeliharaan basis data nilai obyek pajak dalam menunjang
ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah;
5. Penyajian informasi data subyek dan obyek pajak daerah;
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Pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi serta pembuatan back up data
pajak daerah;

Pelayanan kalibrasi dan penilaian data obyek pajak daerah;

Pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya yang berkaitan dengan
teknilogi informasi (IT) dan jaringan kantor; dan

Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Penetapan dan Verifikasi

Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai tugas :

Melaksanakan perhitungan, penetapan dan penerbitan sarana pemungutan
pajak dan retribusi daerah;

Pelaksanaan verifikasi atas ketetapan pajak dan retribusi daerah; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penetapan

dan Verifikasi mempunyai fungsi meliputi :

1.
2.

OGO P i

Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan penetapan dan verifikasi
Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan penetapan dan
verifikasi;

Perhitungan dan penetapan besaran nilai dan retribusi daerah;

Penerbitan dan penetapan besaran nilai dan retribusi daerah;

Pengesahan / legalisasi obyek pajak dan benda berharga;

Pelaksanaan verifikasi administrasi dan / atau lapangan atas materi penetapan
pajak daerah ; dan

Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Subbidang Penetapan dan Legalisasi

Sub Bidang Penetapan dan Legalisasi mempunyai tugas melaksanakan

penetapan, penerbitan dan legalisasi sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah

serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Penetapan dan Legalisasi mempunyai

fungsi meliputi :
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Pelaksanaan perhitungan dan penetapan nilai besaran pajak dan retribusi
daerah dalam nota perhitungan atas dasar kartu data sesuai dengan tarif
peraturan daerah yang berlaku;

Pelaksanaan perhitungan dan penetapan kembali pajak daerah terhutang;
Pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pembayaran/penyetoran pajak atas
permohonan wajib pajak;

Pelaksanaan penerbitan SKPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan
SKPDN berdasarkan nota perhitungan pajak daerah;

Pelaksanaan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

Penerbitan surat ijin angsuran dan surat ketetapan lainnya;

Penyusunan daftar rekapitulasi penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Daftar Himpunan
Ketetapan Pajak (DHKP);

Pelaksanaan pengarsipan SKPD/SKRD dan dokumen lainnya yang berkaitan
dengan penetapan;

Pelaksanaan pengesahan / perforasi benda-benda berharga yang dipergunakan
sebagai sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah;

Pembukuan dan pelaporan pelaksanaan legalisasi benda berharga;

Pelaksanaan pengesahan / legalisasi atas obyek pajak daerah;

Pembukuan dan pelaporan pelaksanaan pengesahan / legalisasi obyek pajak
daerah;

Pembukuan dan pelaporan perubahan data obyek/subyek dan/atau ketetapan
besaran nilai pajak; dan

Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Subbidang Verifikasi

Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan validasi

pajak daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Verifikasi mempunyai fungsi

meliputi :
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Pelaksanaan verifikasi kesesuai data atas penetapan pajak yang dibayar
dengan potensi yang seharusnya dipungut;

Pelaksanaan verifikasi administrasi dan/atau lapangan (verlap);

Pelaksanaan verifikasi lapangan dalam rangka memperoleh data sebagai dasar
penetapan besaran nilai pajak yang harus dibayar dalam hal wajib pajak tidak
mengirimkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sesuai jangka
waktu yang telah ditentukan;

Pelaksanaan validasi pajak daerah; dan

Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Penagihan dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penagihan

dan pertimbangan dalam penyelesaian permohonan keberatan, pengurangan atas

penetapan dan permasalahan pajak dan retribusi daerah serta tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penagihan

dan Keberatan mempunyai fungsi meliputi :

1.

Penyusunan program dan kegiatan penagihan dan pelayanan keberatan,
pengurangan dan penyelesaian permasalahan pajak daerah;

Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan penagihan dan
pelayanan keberatan, pengurangan dan penyelesaian permasalahan pajak
daerah;

Perumusan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional penagihan
pajak daerah dan retribusi daerah;

Pelaksanaan koordinasi penagihan pajak dan retribusi daerah dengan UPT dan
instansi terkait;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penagihan pajak dan retribusi
daerah;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil penyelesaian permasalahan pajak
daserah;

Pelaporan hasil penagihan dan penyelesaian permasalahan pajak daerah;
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Penatausahaan piutang pajak dan retribusi daerah; dan
Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Subbidang Penagihan
Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak

daerah dan retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Penagihan mempunyai fungsi

meliputi :

1.
2.

Pendistribusian SPPT, SKPD, SKRD, STP dan surat ketetapan lainnya;
Penerbitan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan piutang pajak
dan retribusi daerah;

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan
penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;

Pelaksanaan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan evaluasi hasil penagihan pajak dan retribusi daerah;
Penatausahaan piutang pajak daerah dan retribusi daerah;

Penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan piutang pajak dan
retribusi daerah;

Pengajuan permohonan penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah yang
kadaluwarsa; dan

Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

. Subbidang Keberatan dan Pengurangan

Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan

pelayanan permohonan keberatan, pengurangan dan retitusi atas penetapan pajak

serta penyelesaian permasalahan pajak daerah serta tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan

mempunyai fungsi meliputi :
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Pemrosesan permohonan keberatan dan pengurangan atas penetapan pajak
daerah;

Pemrosesan penyelesaian permohonan pembetulan dan pembatalan atas
penetapan pajak daerah;

Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyelesaian permohonan keberatan,
pengurangan, restitusi, pembetulan dan pembatalan atas penetapan pajak;
Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan keberatan,
pengurangan, pembetulan dan pembatalan atas penetapan pajak daerah;
Pelaksanaan penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan;

Penyampaian Laporan Hasil Penelitian untuk dipertimbangkan permohonan
diterima atau ditolak;

Penyiapan pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan
keberatan dan pengurangan;

Penyusunan Surat Keputusan untuk diterima sebagian atau seluruhnya atau
ditolak terhadap permohonan keberatan dan pengurangan wajib pajak daerah
berdasarkan pertimbangan laporan hasil penelitian;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas hasil pelaksanaan pertimbangan
keberatan dan pengurangan pajak daerah;

Pelaksanaan pemberian layanan restitusi dan/atau kompensasi, serta
pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah; dan

Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bidang Pembukuan dan Pengendalian

Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan

pengendalian operasional pemungutan dan pelaporan penerimaan PAD dan

pendapatan daerah lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai

fungsi meliputi :

1.
2.

Penyusunan program dan kegiatan pembukuan dan pengendalian;
Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan program dan kegiatan pembukuan

dan pengendalian;
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Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan
rencana PAD dan pendapatan daerah lainnya;

Pembukuan atas penetapan target dan realisasi penerimaan PAD dan
pendapatan daerah lainnya;

Pelaporan perkembangan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah
lainnya;

Pembinaan administrasi dan teknis operasional pemungutan pajak daerah;
Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring
dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah;

Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka penindakan
terhadap pelanggaran pajak daerah; dan

Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Penerimaaan dan Persediaan

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan

pembukuan dan pelaporan target realisasi penerimaan PAD dan pendapatan

daerah lainnya serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang disebutkan di atas, Sub Bidang

Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi yang meliputi :

1.

Pelaksanaan koordinasi pengumpulan data usulan rencana penerimaan PAD
dan pendapatan daerah lainnya dari instansi terkait;

Pelaksanaan pembukuan atas penetapan target dan realisasi penerimaan PAD
dan pendapatan daerah lainnya;

Pengumpulan data realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya
dalam rangka pembukuan dan pelaporan penerimaan;

Pencatatan bukti setor dan/atau Surat Tanda Setor (STS) penerimaan PAD dan
pendapatan daerah lainnya;

Pelaksanaan koordinasi terkait dengan kelengkapan dokumen / bukti
penyetoran / pelimpahan penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
Penyiapan dokumen pencairan penerimaan dana bagi hasil pajak / bukan

pajak;
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Pelaksanaan rekonsiliasi dengan instansi terkait tentang realisasi penerimaan
PAD dan pendapatan daerah lainnya;

Pelaksanaan rekonsiliasi dengan instansi terkait dengan realisasi penerimaan
PAD dan pendapatan daerah lainnya;

Penyusunan laporan target dan realisasi PAD dan pendapatan daerah lainnya;
Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi keuangan benda berharga;
dan

Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Subbidang Pengendalian dan Penindakan

Sub Bidang Pengendalian dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan

pengendalian operasional terhadap pemungutan dan penyetoran pajak dan

retribusi daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pengendalian dan Penindakan

mempunyai fungsi meliputi :

1.

Pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional dan penertiban pajak dan
retribusi daerah;

Pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam
lingkup badan;

Pelaksanan pembinaan administrasi pemungutan pajak daerah;

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan
terhadap pelanggaran pajak daerah;

Pelaksanaan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan pajak daerah;
Pelaksanaan penagihan paksa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi yang menerbitkan perijinan terkait
dengan kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daserah; dan

Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
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t. UPT

1. UPT mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas Badan dalam
pemungutan pajak daerah di wilayah;

2. UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan;

3. UPT dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha;

4. Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT;

5. Jumlah Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPT
diatur dengan Peraturan Bupati.

3.3 Kegiatan Pokok Badan Pendapatan Daerah Jember

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai kedudukan,
tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
3.3.1 Kedudukan
Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 59 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, kedudukan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :
a. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan di
bidang keuangan;
b. Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

3.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di
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bidang keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan

tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan

Pendapatan Kabupaten Jember mempunyai fungsi meliputi :

a.

Perumusan dan penataan rencana strategis dan rencana kerja Badan di

bidang pendapatan daerah;
Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;

Pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah;

. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dengan

perangkat daerah dan instansi terkait;

Pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dengan perangkat daerah dan instansi terkait;

Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD;

. Penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup

badan;

. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah;

. Pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pemungutan

PAD,;

. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan

pendapatan daerah lainnya;

Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja badan di

bidang pendapatan daerah;

. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di

lingkup bidang pendapatan daerah;

.Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana penerimaan PAD dan

pendapatan daerah lainnya dengan instansi terkait;

. Penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
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0. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD dengan instansi terkait;

p. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
peningkatan PAD;

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan

pendapatan daerah lainnya;

r. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan

pendapatan daerah lainnya;

s. Penetapan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup

badan;
t. Penyusunan rencana penerimaan PAD dalam lingkup badan;
u. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan

v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

pokok dan fungsinya.

3.4  Kegiatan Pokok Subbidang Pendataan dan Pendaftaran

Subbidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan

pendataan, pendaftaran dan pemutakhiran data obyek/subyek pajak serta tugas

lain yang diberikan olen Kepala Bidang. Bidang Pendataan dan Pendaftaran

dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi meliputi :

a.
b.
C.

Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran potensi obyek/subyek pajak daerah;
Pelaksanaan pemutakhiran data obyek/subyek pajak daerah;

Pelaksanaan penilaian obyek pajak dan proses klasifikasi Nilai Jual Obyek
Pajak (NJOP) PBB P2;

Pelaksanaan pendataan zona nilai tanah (ZNT);

Penyampaian formulir SPTPD dan SPOP/LSPOPS kepada subyek pajak daerah
dan/atau wajib pajak daerah;

Pengumpulan data obyek/subyek pajak dan/atau wajib pajak melalui Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak
(SPOP);
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g. Pelaksanaan penelitian kelengkapan formulir pendataan SPTPD dan
SPOP/LSPOP yang telah diisi oleh subyek pajak dan/atau wajib pajak atau
kuasanya;

h. Pelaksanaan penelitian kesesuaian data obyek pajak dengan keadaan obyek
pajak di lapangan;

I. Pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

j. Pelaksanaan dokumentasi arsip NPWPD serta penyusunan Daftar Induk Wajib
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

k. Pemrosesan dan penerbitan perijinan setelah kelengkapan persyaratan dan
kebenaran data terpenuhi;

I. Penyimpanan dan pendokumentasian arsip pajak daerah dan retribusi daerah;
dan

m.Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
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BAB 5 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan tugas akhir pada kantor Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

a. Pengelolahan arsip untuk surat masuk dan surat keluar masih belum sesuai
prosedur sehingga untuk penemuan arsip masih sulit ditemukan kembal

b. Penanganan arsip dilaksanakan secara langsung oleh tiap bidang kerja yang
menyelenggarakan kegiatan kearsipan sendiri-sendiri.

c. Pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember kearsipannya
sebagian sudah sesuai dengan teori yang ada, sehinga dapat memperdalam lagi

untuk memahami pekerjaan yang akan dikerjakan dalam pengolahan arsip.
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Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat PKN

r

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGE
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Judan Kalmantan §7 — Karopon Sami Tegal Boto Kotak Pos 159 kewnber GH121
Telp (0331) 337990 - Fax. (0331) 332150
Ermad - feb@uney ac o

: D100/UNL2S.1.4/PM/2018 05 Januari 2018
: Satu Bended
: Permohonan Tempat PKN

Yth. Kepaia Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
L Jawa No. 72 Sumbersarni
Jember

Egg

Dengan il kami bertahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan
kslulusan pada Program Diploma 111 Ekonomi dan Bisnis para mahasiswa  diwajibkan
melisanaian Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimgin
untuk menjadi obyek atau tempat PXN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan
kegiatan tersebut adalah :

|
NO | NAMA NIM PROG. STUDI

1. | Gamas Jalu Abimanyu 150803103056 | D3 Sekretaris

Meinar Herda Adriani 150803103035 | D3 Sekretaris

2
3. | Ari Kiswantoro 150803103061 D3 Sekretaris

Pelaksanaan Prakiek Kerja Nyata tersebut pada bufan : 04 Januari 2018 - 04 Februari 2018

Sumber ; Fakultas Ekonomi dan Bisnis
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Lampiran 2. Surat Balasan / ljin PKN dari Instansi

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawn Nomor 72 ¥ 337112 JEMBER 68121

Jember, 10 Januari 2018

Nomor : 0100/§3 /35.09.413 / 2018 Kepada
Sifat i Penting Yth. Wakil Dekan I Fakultas Exonomi dan
Lampiran : - Bisnis
perihal : Persetujuan Tempat PN Universitas Jember
i~
TEMRED

Sumber ;

Memperhatkan surat darl Wakil Dekan ! Fakultas Ekonom| dan Bisnis
Universitas Jember Nomoe : 0100/UN.25.1.4/PM/2018, Tanggal 5 Januar 2018
mmmmmmwmmm
Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/| atas nama :

No. Nama NIM Proaram Studi
1. | Gamas Jalu Abimanyu 150803103056 D3 Sekretaris
2. | Meinar Herda Adrianl 150803103035 D3 Sekretaris
3 | Ar Kswantoro 150803103061 D3 Sekretaris

Untuk metaksanakan Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
terhitung mulai tanggal 04 Januari 2018 s/d 04 Februari 2018.

Damikian untuk menjadikan makium.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
_KABUPATEN JEMBER

; ARIS
S_-\ o
4 .

e

==

N\,
- ™1
NIP. 19640106 199703 1 004

Badan Pendapatan Daerah
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Lampiran 3. Surat Keterangan Penyelesaian PKN

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan!ﬂvlmn ® 337112 JEMBER 68121

Nomor : 0100//22/35.09.413/2018
Yang bertanda tangan dibawah Ini :

Nama - SUYANTO, SH

NIP ¢ 19640106 199703 1 004

Pangkat / Gol, :  Pembina TK.1 Gol. IV/b

Jabatan :  Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswl dibawah inl :

NO NAMA NIM PROGRAM STUDI
1. | Gamas Jaiu Abimanyu 150803103056 D3 Sekretarts
2 | Meinar Herda Andrianl 150803103035 D3 Sekretaris
3 | Ar Kiswantora 150803103061 D3 Sekretaris

Telah selesal melaksanakan tugas Praktek Kerja Nyata di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember pada tanggal O4Januari 2018 s/d 04 Februari 2018
Demikian Surat Keterangan inl dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 05Februaril 2018
An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sumber : Badan Pendapatan Daerah
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Lampiran 4. Lembar Persetujuan Penyusunan Laporan PKN

KEMENTERIAN RISET. ";E.NOLOGK. DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalas Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. (D331) 337050 - Fac. 0331) 15218

Ewail fet@uneiacd

Mencranghan balvwa : >
Nama MEINAR HERDA ADRIAN!
NIM 130803 103033
Fakuitas : Ekonomi
Jurusan : Manajemen

Program Studi © Kesckretariatan

disetuiu untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul
PELAKSANAAN PENDATAAN D! BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN

JEMBER

‘%‘ykso on_ Sistem g(?"'}’””d&hﬂd?’?%?ﬁﬂfza*

Doerab Kobupaten Jmber...........oe
Nama NIP Tanda Tangan !

' Dr. Dians Suianti K. Tobing, SE. MSi. | 19741212 2000122001 /é‘/ l

Persetujuan menyusun laporan Prakrek Kena Nyata (PKN) ini berlaku 6 (enam) bulan, myulal
tanggal - 01 Febroari 2018 5.4 02 Juk 2018 Apabila sampai batas wakiu yang telsh ditentukan
muéMmm.meukumhlmMZbummmbth
m&lmﬁummmmmm&mﬁmm_

Jember, 01 Februan 2018
Kaprodi  Kesckretanman

Dr v

" 3 o s -
NIP 19730 E MSi.

200003 2 0y
CATATAN Dosen B ,

Deser FEN GNAUSKAN SEETa menghadap SNDITEING yang wian ditunjuk,
; Selatah Ietiy (Itandsangeni). o lowokop sebanyak 3 (Vge) lembar untui

T3 Metuw Program St

" o Pambirntsrg

;’ ;M”,,,W.M., program stu Diploma It (80)
3 [ cotet yang Scax Sesul

Sumber ; Fakultas Ekonomi dan Bisnis
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Lampiran 5. Kartu Konsultasi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGL. DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Ialan Nalimaotun 37 Kampus Bumi Tegal Hoto Notuk Pos 139 jember 68121
Telp (0331337990 - Fac (0331} 3321%0

Emall  fedgunclacid

KARTU KONSULTASI
BIMBINGAN PRAXTLK KERIA NYATA (PKN] PROGRAM STUDI DIFLOMA 3
FAKULTAS EXONON UNIVERSITAS JEMBER

Nama

i MEINAR HERDA ADRIANI
NIM ¢ 150803103035
Program Studi i Kesekretanatan
Judy! Laporan PKN 1 PELAKSANAAN PENDATAAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAM KABUPATEN
JEMBER.
Dosen Pembimbing © Dr. Diana Sullanti K. Tobing, S.E., M.SL
TMT_Porsetujuan 1 03 Februan 2018 s/d 01 Juli 2018
Perganangan t 02 Juli 2018 s/d 02 September 2018
[no. | TGL KONSULTAS! MASALAN YANG DIXONSULTASIKAN TANDA TANGAN PEMBIMBING
UL (P8 2g | febuiti dam 2y = B
Fa T - @k anfala kG e i
N \4la AL § S TR * 5 ¥ SN
1}_ = Comy A
s |
.L | — Pl "
e wa 018 [PeAni dnbn Lig 7. o=
rs_.,, ! — [
i B ¥ ¥
| &
e b Vs 24
L‘_}Ws-?ﬂ'ﬂ forbaien’  Pnisain R >
C (S~ Lol
L.:.l— L QQ A —
'
I A — Tr——__-—'\‘zh\ 0.
v Ye-z208 | Levakap  pec imbatacy P P
Pias £ { —_— s
V12
BT PR I T S : 2
R A L e T o T
kot B LAR L
- S £ T W ——— '
w2 -2000) P"A’N“:t P“‘l/‘f('u Lq,' = s
= R Y YR —— \L-'Hb_ u?,“-
- - P —
— | ) N = ——
-0 | ekt ala e > D g
! i l tabel St T A '
e £ S e ot | |
u | ofy -2@ Ate lrpoms ol .t
=il ——— ] ,,—b“ ; A
: DS o T T Tl Vs ——— '
" ] i < e »n
-~ | —— n

Sumber ; Fakultas Ekonomi dan Bisnis
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Digital Repository Universitas Jember

Sumber : Badan Pendapatan Daerah
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Lampiran 7. Contoh Arsip Pajak

e —— —g=—irT]
PEMEMINTAN KABUPATEN JEMOE R vmt : t - 4
BADAN PENDAPATAN DAL HAM ——— :

D pery Sa me Pevgm Sege wy
SURAT PEMBERITAMUAN OBJEN PAJAK Serwe Y e Nah Pase
| - = ‘P__“Mnuwm-—.
BADAN FENDAPATAN DAL RAM

ONAMA A 7 MLCK | AV I NOMOR

) 4 . TRERERET ™1
LU L DI R I T TV TR LTI Rgdl]

Sumber : Badan Pendapatan Daerah
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Lampiran 8. Contoh Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

¢s BADAN PENDAPATAN DAERAH

TLJuww No, 72 # (0331) 337142 JEMBER

BERITA ACARA
PENDATAAN OBYEK PAJAK
WILAYAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2017

Berdasarkan Surat Tugas Kepals Badan Pendapstan Daerah Ksbugaten fember Tangigal
masssstmmeninarinine NOMIOP T Ll ossiit s fentang Pajak Daerah telah dilaksanakan
pendataan Obyek Pajsk;

Nama / Tema : .
Alamat '
Lokasi obyek Pajak b

lenis Pajak * Restoran/ Reklame / PAB P-2 / BPHTB / PPYNon BN/ Hotel
. =

oy

Sumber : Badan Pendapatan Daerah
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Digital Repository Universitas Jember

Lampiran.9 Daftar Hadir PKN

 PADA TANGGAL § JANUARI §. 4 FEBRUA
. P PAGI
 HARI SUK KELUAR 32
: JAM | PRF | JAM | PRF | JAM
I / T4 | 1200 A
! : ’ 9 . lam ,‘ i '
3 _ ';ﬁ' [ 12:00 13:00
f 12:00 13:00 IBY
2 7 | 7.00 12:00 13:00
_|.7:00 12:00 13:00 1
J! 7:N 12:00 u:w i .I
4 700 12:00 1300 g
: 140 12:00 13:00
247000 12:00 13:00 T
42201 12:00 13:00 T
12:00 | 13:00 [
12:00 13
12:00 1
-

Sumber : Badan Pendapatan Daerah
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